Tim Penulis:

Dina Suryawabi, Suanto, Anny Riwayat, Abul Haris Suryo Negoro, Siti Hajar, E'/
Balbhasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, Ambai Alaslan, Sulaiman,

Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, Ichwani Siti Ubami,

Marini Sari Dewi Seger.

SISTEM
PEMERINTAHAN
DAERAH _

... ."-;:- : o .d.":‘?_.__‘“ v 2

. N0 ﬁg& e W g
Editor: Nogllo s W i h™ s
Ichwani Siti Ucami %

- 2 .
el & s o >

T
"l ? - ArayRsil WOl —r-J

¥ TIMORIE WML gy
viig Dl &




SISTEM
PEMERINTAHAN
DAERAH

Tim Penulis:

Dina Suryawabi, Suanto, Anny Riwayat, Abul Haris Suryo Negoro, Siti Hajar,
BalGhasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, Ambai Alaslan, Sulaiman,
Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, lchwani Siti Usami,
Marini Sari Dewi Seger.

Qiding



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Tim Penulis:

Dina Suryawati, Suanto, Anny Riwayat, Abul Haris Suryo Negoro, Siti Hajar,
Balthasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, Amtai Alaslan, Sulaiman,
Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, Ichwani Siti Utami,
Marini Sari Dewi Seger.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber llustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni

Editor:
Ichwani Siti Utami

ISBN:
978-623-500-812-7

Cetakan Pertama:
Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terselesaikannya buku ini yang berjudul Sistem Pemerintahan Daerah.
Buku ini disusun sebagai referensi yang membahas berbagai aspek dalam
tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari landasan hukum,
struktur  organisasi, hingga tantangan vyang dihadapi dalam
implementasinya.

Buku ini menguraikan secara sistematis berbagai elemen penting
dalam pemerintahan daerah, termasuk Konsep Otonomi Daerah,
Keuangan Daerah, serta Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi
pilar utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan
efisien. Selain itu, pembahasan mengenai Pelayanan Publik di Daerah,
Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, serta Etika dan
Transparansi dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk data,
penelitian, maupun masukan yang sangat berharga. Tanpa dukungan dan
kerja sama berbagai pihak, buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, serta masyarakat yang ingin
memahami lebih dalam mengenai sistem pemerintahan daerah. Semoga
buku ini dapat memberikan wawasan yang luas dan menjadi inspirasi
dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel,
serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Maret, 2025
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BAB 1

PENGANTAR SISTEM
PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah memegang peranan penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta
responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Melalui penerapan
asas desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian
kewenangannya kepada entitas pemerintahan di tingkat local (provinsi,
kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan) sehingga tercipta mekanisme
pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat (Cheema & Rondinelli,
2007). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus memberikan
ruang bagi inovasi daerah dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan
politik yang berkembang di setiap wilayah.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah
mengalami berbagai perubahan, sejalan dengan perkembangan konstitusi
dan peraturan perundang-undangan, khususnya pasca amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Tuntutan reformasi, terutama setelah era Orde Baru, melahirkan
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan
kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan publik secara mandiri (UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah). Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah
membutuhkan kerangka akuntabilitas dan transparansi yang kuat agar
pengelolaan sumber daya di daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat secara luas (Kurnia, 2016).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis, partisipasi
masyarakat dalam pembuatan kebijakan, serta pengelolaan keuangan
daerah yang profesional menjadi pilar penting dalam mewujudkan prinsip-
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BAB 2

LANDASAN HUKUM
PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan elemen fundamental dalam sistem
pemerintahan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18,
18A, dan 18B, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta
amendemennya. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan
berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Prinsip ini
memastikan bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, namun tetap
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan
demikian, pemerintahan daerah dapat berperan aktif dalam
pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan cermin dari
implementasi prinsip otonomi dan desentralisasi yang diamanatkan oleh
UUD 1945. Sistem ini telah direkayasa untuk memberikan setiap daerah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri,
sehingga setiap wilayah dapat mengoptimalkan potensi lokalnya. Data
administratif menunjukkan bahwa per tahun 2023 terdapat 38 provinsi,
416 kabupaten, dan 98 kota, menandakan betapa luasnya penerapan
sistem otonomi di seluruh nusantara (Kompas, 2023).

Transformasi pemerintahan daerah telah mengalami perubahan
signifikan sejak masa Orde Baru, ketika sentralisasi menjadi ciri dominan
pemerintahan. Reformasi 1998 membuka babak baru dengan
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BAB 3

STRUKTUR DAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Perubahan mendasar yang terjadi di Indonesia yaitu pada saat tahun
1999. Tahun tersebutlah Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan
berdasarkan desentralisasi (Taha, 2009). Adanya tata aturan
Pemerintahan ke arah yang lebih baik dari sentralisasi ke desentralisasi.
Hadirnya sistem desentralisasi maka berlaku pelaksanaan daerah secara
otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam
merancang organisasinya sendiri berdasarkan mana yang mejadi urusan
wajib daerah atau pilihan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Pasal 120 bahwa
kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari perangkat daerah di
Kabupaten/Kota yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Tujuan
adanya kelembagaan pemerintah daerah agar birokrasi menjadi efektif
dalam melakukan pelayanan serta bisa mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan yang berada di wilayahnya (Ade
Putra Ode Amane et al., 2024). Negara Indonesia terdiri dari 38 Provinsi
berdasarkan data BPS per tahun 2024, jumlah yang cukup besar.
Pemerintah pusat dan daerah memiliki keterkaitan berdasarkan prinsip
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga prinsip
tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki wewenang
dalam mengatur urusan daerah nya sendiri berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Walaupun memiliki kebebasan, daerah masih
berkoordinasi ke pusat karena tetap terhubung sebagai NKRI (Negara
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BAB 4

KONSEP OTONOMI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dengan
gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu,
sumberdaya manusia dan alam yang berlimpah menjadi potensi dan
peluang peningkatan ekonomi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah di negara kesatuan, merupakan strategi menjawab masalah-
masalah lokal serta strategi merespon tuntutan global. Merujuk dari UU
No 22 tahun 1999 sampai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah. Desentralisasi menjadi solusi alternatif untuk memperbaiki
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelimpahan kewenangan
dari Pusat ke daerah memberikan daerah kesempatan mengembangkan
potensi lokal menjadi lebih baik. Substansi dari otonomi daerah berkaitan
dengan tiga isu besar dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah
yakni pembagian kekuasaan dan kewenangan, pembagian pendapatan
yang merata, dan kemandirian tata kelola administrasi pemerintahan
daerah (Azhari, 2019). Latar belakang otonomi daerah dan desentralisasi
menjadi penting untuk diketahui khalayak. Desentralisasi menjadi penting
untuk diimplementasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan
daerah seperti kebijakan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan potensi pengembangan daerah sesuai
budaya lokal.

Isu dan kebijakan pemerintah daerah menjadi permasalahan yang
kompleks dimulai koordinasi antar daerah yang tidak terbentuk, ego
sektoral antarorganisasi pemerintahan, ketimpangan ekonomi masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan lambat. Dari segi
ketatanegaraan, pemerintahan daerah merupakan aspek struktural dari
suatu negara kesatuan menggunakan desentralisasi sebagai asas
pemerintahan daerah, berimplikasi distribusi kewenangan dari Pemerintah
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BAB 5

KEUANGAN DAERAH

A. PENDAHULUAN
Materi ini membahas tentang keuangan daerah, sebagai salah satu

elemen krusial dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keuangan
daerah mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah
daerah yang bertujuan untuk membiayai berbagai program serta layanan
publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah
mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pendapatan daerah yaitu sumber pemasukan pemerintah daerah
seperti pajak daerah, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah
pusat

2. Belanja daerah yaitu pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor
termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan
sosial.

3. Pengelolaan anggaran yaitu proses penyusunan, pelaksanaan serta
pengawasan anggaran daerah yang harus dilakukan secara transparan
dan akuntabel.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menjadi kunci dalam
pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian,
pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan,
meningkatkan efisiensi belanja serta mencegah penyalahgunaan anggaran.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa
alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2023 mencapai Rp 814,72 triliun. Adapun rincian
alokasi per daerah secara resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden
tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023 yaitu
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan
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BAB 6

KEUANGAN DAERAH: PRINSIP,
PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat otonomi
daerah. Keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana
pencatatan pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan
mampu menjawab kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.

Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin berkembang,
terutama melalui penerapan teknologi informasi seperti e-Budgeting dan
e-Monitoring. Teknologi ini telah membantu meningkatkan efisiensi
pengelolaan anggaran sekaligus mengurangi risiko kebocoran pendapatan.
Beberapa daerah yang telah menerapkan sistem ini melaporkan
penurunan kebocoran hingga 20 persen dalam beberapa tahun terakhir,
menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendukung transparansi dan
akuntabilitas yang lebih baik.

Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi oleh
pemerintah daerah, terutama dalam hal ketergantungan pada dana
perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini kerap
menghambat inovasi fiskal di tingkat lokal. Oleh sebab itu, optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata
dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu
solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Dalam menghadapi dinamika global seperti pandemi COVID-19 kala itu,
yang berdampak besar pada stabilitas keuangan daerah, langkah-langkah
strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi
pendapatan, dan kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting. Dengan
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BAB 7

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting
yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan
nasional, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Regulasi
tersebut mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan,
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, (Guampe et al., 2022); (Hasan et al., 2023).

Dokumen RPJPD vyang merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat)
pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut
adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan
politis, dan pendekatan perpaduan antara bawah atas (bottom-up) serta
atas-bawah (top-Down). Adapun secara substansi, penyusunan dokumen
RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu
mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan
Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan
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BAB 8

PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Mirisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam
melakukan pelayanan publik merupakan hal umum yang dirasakan oleh
setiap warga negara, dimana secara defacto para penguasa di daerah
sering  menggunakan  sektor-sektor  pelayanan  publik  untuk
mempertahankan kekuasaannya. Adapun penyelenggara pelayanan publik
tidak mempertahankan profesionalitasnya sebagai orang yang bertugas
untuk melayani masyarakat sehingga mencederai prinsip-prinsip dasar
manajemen pelayanan public seperti efektifitas dan efisiensi dalam
memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini tidak dapat dipungkiri
karena adanya kecenderungan prioritas terhadap kekuasaan sangatlah
tinggi sehingga membuat pelayanan publik semakin jauh dari misinya
untuk melengkapi lini pemerintahan negara kita dalam rangka mencapai
kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah daerah menjadi begitu sentral seiring dengan status
otonomi yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan semua sumber daya dan
keuangan vyang ada dapat dimobilisasikan untuk meningkatkan
pembangunan yang dikomandokan langsung oleh pemerintah. Tugas
pembangunan itu hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah/Negara
melalui berbagai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
dilakukan oleh birokrasi. Kondisi ini membuat birokrasi selalu memiliki
peran yang sangat kuat, pendekatan kekuasaan lebih diutamakan dari
pada memberikan pelayanan publik dengan sistem dan mekanisme kerja
yang cenderung bersifat top-down ketimbang bottom-up. Dari sini maka
masyarakat akan semakin di atur dan pilihannya akan ditentukan oleh
pemerintah sehingga kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan
masyarakat lebih bersifat berat sebelah atau tidak seimbang. Publik akan
selalu memiliki anggapan bahwa kekuasaan birokrasi sangat besar dan
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BAB 9

HUBUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan
aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.
Dalam konteks otonomi daerah, interaksi ini tidak hanya mencerminkan
implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi, tetapi juga
menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Pemerintah daerah memiliki peran strategis
dalam mendengarkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, kebijakan, serta
layanan publik. Hubungan ini kerap menghadapi berbagai tantangan,
seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dan
akuntabilitas, hingga konflik kepentingan yang dapat memengaruhi
stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, penting untuk
memahami bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan
dengan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan.

B. PENGERTIAN HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

MASYARAKAT

Hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dapat diartikan
sebagai interaksi yang terjalin antara pemerintah daerah sebagai
penyelenggara kekuasaan pemerintahan di tingkat lokal dengan
masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek dan objek dari pelayanan
publik serta pembangunan daerah. Hubungan ini didasarkan pada prinsip
desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan
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BAB 10

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu pemerintahan daerah, pengawasan dan akuntabilitas
menjadi elemen yang berperan penting untuk memastikan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan
kepada publik. Adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam dan
ekonomi daerah dapat menimbulkan perbedaan laju cepat pembangunan
dalam suatu daerah yang menjadikan pengawasan dan akuntabilitas
pemerintah daerah semakin krusial. Pengawasan berfungsi sebagai alat
untuk memantau serta mengevaluasi seluruh kebijakan dan program-
program yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan
rencana dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengawasan pemerintah
daerah dapat melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), serta masyarakat sipil. Pengawasan yang efektif dapat mencegah
terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Di era globalisasi ini, mudahnya akses informasi menyebabkan
masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal
tersebut menimbulkan tingginya tuntutan transparansi serta akuntabilitas
pemerintah dalam menggunakan anggaran publik dan pengambilan
kebijakan dalam pemberian layanan publik. Adanya kesadaran masyarakat
yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah untuk
mengelola dana, membuat kebijakan, serta menyediakan layanan untuk
publik. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi kewajiban pemerintah
daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan serta tindakan
yang telah diambil kepada masyarakat.
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BAB 11

KONFLIK DAN DINAMIKA
PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi beragam tantangan
dalam menjalankan fungsi otonomi daerah yang diberikan oleh negara.
Konflik dan dinamika dalam pemerintahan daerah menjadi isu yang sangat
penting karena dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik dalam negeri. Konflik ini
sering kali muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara
berbagai pihak, baik itu antara pemerintah daerah dengan masyarakat,
antar daerah, atau bahkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat.

Konflik dalam konteks pemerintahan daerah bisa disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain
itu, dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat
juga sering kali menjadi sumber ketegangan, terutama dalam hal
pembagian kewenangan dan alokasi sumber daya. Dalam hal ini,
desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya mampu meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun pada praktiknya, sering kali
menimbulkan ketegangan yang berdampak pada pengelolaan wilayah dan
pemerintahan.

Sebagai instruksi khusus dalam pembahasan materi ini, pembaca akan
diajak untuk memahami penyebab-penyebab utama konflik yang terjadi
dalam pemerintahan daerah, baik dari perspektif politik, ekonomi, sosial,
maupun budaya. Pembahasan ini juga akan mencakup dinamika hubungan
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang mempengaruhi
implementasi kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya, analisis mengenai
konflik antar daerah, seperti sengketa wilayah dan sumber daya alam,
serta dampak dari konflik tersebut terhadap pembangunan dan kestabilan
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BAB 12

SISTEM PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi
mempunyai  sejarah  yang  panjang dalam  penyelenggaraan
pemerintahannya. Fondasi penting dari struktur pemerintahan Indonesia
adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Gagasan ini memberikan
kekuasaan vyang lebih besar kepada daerah, seperti desa, untuk
mengontrol dan mengawasi urusan pemerintahannya sendiri. Desa,
sebagai unit administratif terkecil, mempunyai peranan penting dalam
pembangunan nasional. Di tengah perubahan zaman, desa harus tetap
beradaptasi dan berkembang. Sistem pemerintahan desa yang sukses
sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara efektif
dan efisien.

Desa, sebagai komunitas yang memiliki karakteristik unik dan beragam,
merupakan garda terdepan dalam interaksi langsung masyarakat dengan
program-program pembangunan. Dengan jumlah desa yang mencapai
83.794 pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023), peran desa menjadi
krusial dalam pembangunan nasional, terutama dalam pemerataan dan
pemberdayaan masyarakat. Jumlah desa yang besar ini mencerminkan
kompleksitas dan dinamika masyarakat Indonesia, serta menyoroti
pentingnya tata kelola yang efektif di tingkat desa untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang
semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di
wilayahnya. Hal ini membuka peluang bagi desa untuk lebih kreatif dan
inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Namun,
tantangan juga muncul, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa,
kurangnya pemahaman terhadap regulasi, dan potensi terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu,
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BAB 13

ETIKA DAN TRANSPARANSI
DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan yang menerapkan otonomi
daerah, etika dan transparansi menjadi dua pilar utama yang sangat
penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Penyerahan wewenang yang signifikan kepada pemerintah
daerah dalam mengelola urusan internalnya mengharuskan mereka untuk
memegang tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan
publik yang berkualitas, transparan, dan inklusif. Dalam hal ini, etika
berfungsi sebagai pedoman moral bagi para pejabat publik untuk
bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab
sosial. Sementara itu, transparansi menjamin adanya keterbukaan
informasi kepada masyarakat, sehingga membuka peluang bagi
pengawasan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Kepentingan etika dan transparansi semakin mendapat perhatian dalam
pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, yang diatur oleh Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib seperti
pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum, serta urusan pilihan seperti
pariwisata dan kelautan, membutuhkan komitmen yang kuat terhadap
kedua prinsip ini agar pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Namun, penerapan etika dan
transparansi di tingkat daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan,
seperti rendahnya kesadaran etis, lemahnya sistem pengawasan, serta
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan
strategi yang efektif untuk mengintegrasikan kedua prinsip ini dalam
setiap aspek tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan ini tidak hanya
mendukung tercapainya tata kelola yang baik, tetapi juga memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian,
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